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KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTABARU

NOMOR : 071/K.BAWASLU.KS-07/HK.01.01/11/2021

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

DI KABUPATEN KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN KOTABARU,

bahwa dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan
kewajiban Lembaga Pengawas Pemilihan Ad Hoc pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
maka perlu ditetapkan Perpanjangan Masa Kerja Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten
Kotabaru;

bahwa perpanjangan masa kerja Lembaga Pengawas
Pemilihan Ad Hoc berdasarkan wilayah kelurahan/desa yang
terdapat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Kotabaru Tahun 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru
tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Kotabaru.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
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Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang menjadi UndangUndang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan
Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan,
Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum
Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar
Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas
Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat
Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 422);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 615).
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Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor : 0357/Bawaslu/PR.00/XI11/2020
tertanggal 29 Desember 2020 tentang Penegasan Masa Kerja
Lembaga Pengawas Pemilihan Ad Hoc dan Kelompok Kerja
Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam rangka Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

2. Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor
001/K.Bawaslu-KS/PR.03.00/1/2021 tertanggal 7 Januari 2021
Perihal : Penegasan Masa Kerja Pengawas Ad Hoc dan
Sentra Gakkumdu;

3. Surat Bawaslu Kabupaten Kotabaru Nomor
003/K.BAWASLU-KS-07/KA.00/1/2021 tertanggal 30 Januari
2021 Perihal : Penegasan Masa Kerja Pengawas Pemilu
Ad Hoc Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU . Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Tahun 2020 di Kabupaten Kotabaru;

KEDUA . Bahwa masa kerja Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
sampai dengan bulan Pebruari 2021;

KETIGA . Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Kotabaru ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan
pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilhan Umum
Kabupaten Kotabaru ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Kalimantan Selatan;
2. Pertinggal.

Ditetapkan di Kotabaru
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Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Kotabaru
Nomor

: 071/K.BAWASLU.KS-07/HK.01.01/11/2021

Tanggal : 01 Pebruari 2021

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA KABUPATAN KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO KECAMATAN KELURAHAN/DESA NAMA

1 2 3 4

1 Hampang Muara Urie Ino Lomadi

2 Kelumpang Hilir Telaga Sari Erik Kurniawan
Tarjun Ilham
Tegal Rejo Dyah Ayu Poncowati

3 | Kelumpang Hulu Karang Payau Muhlis Hidayat, S.Pd.|
Bangkalaan Melayu Kasman Yoye
Mangkirana Syaiful Rahman
Sungai Kupang Agus Fariadi
Cantung Kiri Hilir Masransyah
Banua Lawas Ahmad Yani

4 | Kelumpang Tengah Sebuli Sunhaji

5 | Pulau Laut Tengah Sungai Pasir Muhammad Alwi, S.Pd

6 | Pulau Laut Kepulauan Tanjung Lalak Utara Ardi Hidayat, S.Pt
Teluk Aru Muhlis
Pulau Kerasian Muntazirillah

7 | Pulau Laut Utara Sarang Tiung Dani
Semayap Sarifudin Nor
Sigam Siti Raihan
Hilir Muara Ahmad Juriadi

8 | Pulau Sebuku Sekapung Ahmad Faisal

9 | Sampanahan Sukamaju Sukadi
Sampanahan Hilir Maskanah

10 | Sungai Durian Buluh Kuning Anri Jaya Saputra, A.Md.KL
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